
GI'BERIST'R ITUSA TEIV(rcARA TIUT'R

PERATURAN GUBERITUR NUSA TEI{GC}ARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUI{ 2O2O

TENTANG

KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

BAGIPEGAWAINEGERISIPILDANPEGAWAIHONORER/TIDAKTETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEI{GAIT RAIIMAT TI'IIAN YANG TAHA ESA

GT'BERIIUR IIUSA TEN(XIARA TIUUR'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas

secara optimal di masing-masing perangkat daerah, perlu

menarnbah jarn kerja diluar waktrr kedinasan melalui

kerja lembur;

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara

Timur Nomor 5 Tahun 2006 dan Perubahannya telah

ditetapkan Tata Cara Pembayaran Uang [.embur, namun

terhadap substansi Peraturan Gubernur dimaksud perlu

dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga

perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Kerja l,embur dan

Pemberian lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali' Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

r6a9l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan L,embaran Negara

Mengingat : 1.

b.

2.

Republik Indonesia Nomor +2861; p,



J.

^

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 te^tang Aparatur

Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (l'embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O14 Nomor 244' Tambahan l'embaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58' Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAI{:

Meaetapkan : PERATURAN GUBER'IIUR TENTAI{G IIERJA LEMBUR DAN

DAI{ PEMBERIAN UANG LE}TBUR BAGI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DAI{ PDCAtr'AI HOIORTR/TIDAX TETAP

DI LII{GKI'NGAI{ PEUERII{TAII PROVII|SI

TTRGGARATIUI'R.

NUSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

2. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

3.PegawaiHonorer/TidakTetapadalahPegawaiNonPegawaiNegeriSipil
yang memenuhi syarat tertentu, yang melaksanakan tugas dan fungsi

perangkat daerah dan diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan

keputusan / perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu

denganpembiayaandariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Tenggara Timur.

5. Unit Ke{a adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan I

(satu) atau beberapa Wograrr.. p



6. Kerja l,embur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada waktu tertentu di luar
jam ke{a perangkat daerah.

Uang l,embur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang telah melakukan Kerja l,embur.

Uang Makan Lembur adalah uang makan yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang telah melakukan

Ke{a kmbur.
Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat perintah yang dibuat oleh

pimpinan perangkat daerah atau pimpinan unit kerja yang memuat

perintah untuk melakukan Kerja Lembur dalam rangka menyelesaikan

pekerjaan tertentu diluar jam kerja.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah

dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertaaggung jawab

atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna

Angaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang

bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran padaAPBD.

Pembayaran l,angsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran

Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas

dasar pe{anjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja

lainnyamelalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAA II
KER.IA LEMBT'R

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat

diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk kepentingan dinas.

Kerja kmbur sebagaimana dimaksud pada ayat (l), hanya dapat

dilakukan untuk menyelesaikan peke{aan dinas yang bersifat sangat

penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.

Kerja kmbur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah

jam ke{a selesai dan/atau pada hari libur.

Pasal 3

(1) Kerja kmbur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan

berdasarkan Surat Perintah Kerja lembur yang dikeluarkan oleh

8.

9.

10.

11.

12.

(1)

(21

(3)

pimpinan PD atau pimpinan UnitKerja.4y'



' (21 Jika pimpinan PD atau pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berhalangan, Surat Perintah Kerja Lembur dapat

ditandatangani oleh atasan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan lembur atas nama pimpinan

PD atau pimPinan Unit Ke{a.

(3) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

dibuat sebelum melaksanakan Kerja kmbur.
(4) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

sekurang-kurangnya memuat:

a. narna Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang

melaksanakan Ke{a Lembur;

b. jangka waktu pelaksanaan Kerja kmbur; dan

c. pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 4

(U Waktu Kerja lembur didasarkan pada Absensi Kerja kmbur.

Vl Absensi Kerja l,embur sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)'

mencantumkan:

a. narna;

b. waktu pelaksanaan;

c. jumlah jam; dan

d. tanda tangan.

(3) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang

melaksanakan perjalanan dinas tidak dapat mengajukan Uang l,embur

pada hari yang sama.

(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku bagi

perjalanan dinas yang dibutuhkan untuk menginap.

BAB III
PEUBERIAIT UAITG LEUBUR DAI| UANG UAI(AN LEilBUR

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang

melaksanakan Kerja kmbur dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua)

jam penuh, dapat diberikan Uang Lembur.

(21 Jangka waktu Kerja l.embur pada hari kerja, dilaksanakan paling lama 8

(delapan) jam penuh sehari.

(3) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang

melaksanakan Kerja kmbur pada hari libur ke{a, diberikan Uang

Lembur dengal besaran 2 (dua) kali lipat dari Uang lrmbur pada hari

kerja. p



(4) Besaran Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang

melaksanalcan Kerja Lembur paling singkat 3 (tiga) jam penuh, dapat

diberikan Uang Makan lembur.

(21 Dalam hal Kerja kmbur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan selama 8 (delapan) jam penuh, Uang Makan Lembur dapat

diberikan sebanyak 2 (dua) kali.

(3) Besaran Uang Makan kmbur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABnI
TATA CARA PEMBAYARAIT UAJTG LEilBUR DAN UAJTG ilAXAN LEMBI'R

Pasal 7

(1) Pembayaran Uang lembur dan Uang Makan l,embur didasarkan pada

Absensi Kerja [.embur.

(21 Uang lrmbur dan Uang Makan kmbur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya kecuali bulan

Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

(3) Permintaan pembayaran Uang kmbur dan Uang Makan kmbur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus untuk

beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pa,sal 8

(1) Pembayaran Uang l,embur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan

dengan besaran sesuai batas pagtf anggaran yang tersedia pada PD

berkenaan.

(21 Uang Lembur dan Uang Makan kmbur sebagaimana dimal<sud pada ayat

(1), dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

(3) Pembayaran Uang l,embur dan Uang Makan kmbur sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 9

(1) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan lembur dikenakan pajak

penghasilan yang dihitung dari jumlah Uang Lembur dan Uang Makan

kmbur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima

persen); dan

b. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima

belas persenl. 4y'



' (21 Khusus bagr Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan Pegawar

Honorer/Tidak Tetap, tidak dikenakan pajak.

Pasa] 1O

SPP Langsung Uang kmbur dan Uang Makan untuk penerbitan SPM

Langsung dilengkapi dengan:

a. Surat Perintah Kerja Lembur;

b. Absensi Hadir Kerja lembur;

c. daftar perhitungan pembayaran Uang Lembur dan Uang makan; dan

d. surat setoran pajak.

(2) Format Daftar Perhitungan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan

Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

K TEI{TUAN PENUTT'P

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 20O6 tentang Tata Cara Pembayaran Uang

kmbur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempata-nnya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

(1)

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 %twa|' t 2O2O t
I cueennun NUSA gEpSGARA TIMUR/" \11 |\>

.,I)VII{ToR 
BI'I{GTILU LIIISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal g 9at\N4lLl 2O2O

SEKRE*TARTS DAERAH

ROVINSI NUq+ TENGGARA TIMUR,/

S FOLO MAINGfnr;rn
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2O NOMOR D9



LAMPIRAN

rau

: PERATURAN GUBERNUR NUSATENGGARATIMUR
NOMOR
TANGGAL

: O TAHUN 2O2O
. b %NvbFr2O2O

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

DAF*IAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN
KEGIATAN : ........'........

PD/UNIT KERJA :

BULAN :

TAHUN :

Mengetahui:

Kepala Perangkat Daerah/Pengguna

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

PPK Bendahara Pengeluaran PPTK

NIP.
NIP.

No. Nama/NIP Gol.

Jumlah Jam Kerja Pada Tanggal Jumlah Jam

Uang

Lembur

Uang

Makan

kmbur

Jumlah

Kotor

(7+8)

PPh

Pasal 2l

Jumlah

Bersih

(e-10)

Tanda

Tangan/

No.

Pal:anino

i z 2 4 5 6 7 8 9 10 11 LZ 13 t4 15 16 Hari

Kela
Hari

LiburII F;i; 20 21 22 24 25 26 27 zs 
lzs

30 31

I
6 I 9 10 I2

L

./GGARA TIMU

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


